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Tulisan. ini-mencakup gambaran:tentang - peranan instansi fain yang dibarapkan bersama-
pelanggaran hukum lingkungan hidup serta © sama Polri didalam suatu penyelenggaraan
permasalahannya, penegakan hukim atas - kebijaksanaan petegakan hukum terpadu (in-
pelanggaran ‘tersebist, serta Polsi didalam tegrated enforcement police) sehingga pene-
penegakan hukum tersebut sudah barang tentu,  gakan hukun: benar-benar dapat menimbulkan
juga akan menymggung sedikit tentang  dampak jera dan daya tangkal terhadap peng-




rusakan lingkungan hidup di negara kita.

Pelanggzran ketentuan lingkungan hidup
dilndonesia telah tertuang dalam undang-un-
dang, yang pada umumnya bersunsber dari
adanya limbah cir baik dari Industti maupun
rumali tangga, polusi udara dan kerusakan
Hingkungan hidup.

«:Dari-ketiga:kelompok pelanggaran keten-
tuan terhadap lingkunganhidup tersebut maka
limbah Industri memiliki dampak yang paling
kompleks karena pencemarannya secara lang-
sung mempengaruhi hajat hidup masyarakat
secara Juas, sehingga membawa reaksi yang
cukup serius. Sementara itu pembangun yang
dilaksanakan oleh pemerintah selama ini seba-
gian terbesar bergerak dibidang:industri
dengan pemanfaatan kekayaan alam untuk
kegiatan, industriyang berlebihan dan tidak
terkendali akan berdampak pada perusakan
matpun pencemaran lingkungan. Limbakh
Industii yang tidak dikelola secara baik-akan
mengakibatkan pencemaran lingkungan
lerutama lingkungan pemukiman - bila
kawasan industri tersebut berdekatan dengan
kawasan pemukiman serta mencemari media
lingkungan fainnya yang dimanfaatkan oleh
masyarakat seperti sungai, danau dan Jaut.

Pencemaran lingkungan sebagai akibat dari
kegiatan industri pada umumnya merupakan
dampak dari operasicnalisasi maupun limbah

penebangan hutan yang tidak terkendali dapat
berakibat merusak lingkungan, pengrusakan
cagar alam dan cagar budaya merupakan
tindakan yang berkaitan dengan keruisakan
lingkungan hidup, Sementara kendaraan ber-
motor yang semakin bertambali jumlahnya di
kota-kota besar akan menimbulkan pence-
maran udara. Kesemuanya itu merupakan

tantangan bagi penegakan hukum lingkungan .
yang ternyata beringkup sangat luas dan me- -

nyentuh aspek-aspek kegiatan pembangunan
dar: kemajuan masyarakat. Dalam kaitan. ini
muneul dilema bagi masyarakat yaitu antara
tuntutan bagi kebutuhar hidup dan tuntutan
kemajuan dengan pemeliharaan lingkungan
agar tidak rusak dan tidak tercemar, lagi pula
akibat pencemaran dan perusakan tidak cepat
terasa atau tetlihat oleh warga masyaraka itu
sendiri. o

Dengan semakin berkembangnya industri
dan perdagangan antar negara, ternyata bahwa
pencemayan dan: pengrusakan fingkungan tidak
hanya bersumber dari dalam negeri. Beberapa
kasus menunjukkan adanya pembuangan
limbah di perairan Indonesia, bahkan ada yang
diekspor melalui peti kemas untuk dibuang di
wilayah Indonesia. Hal ini menunjukan bahya
apabila kewaspadaan kita lemah serta upaya-
upaya penegakkan hukum lingkungan kita




kasus menonjol yang ditangani oleh Poida
Jabar. Ketiga kasus. tersebut menyangkut pen-
cemararn lingkungan industri di Cimali, De-
yeuhkolot dan Leuwi Gajah dengan jumiah ar-
eal seluas 3,5 hekter yang sampai saat ini masih
dalam proses penyidikan yakni menunggu hasil
pemeriksaan sampel di Laboratorium.
Sebagai negara yang sedang menuju era

Industrialisasi, Indonesia memandang pene- -

galdan hukum dibidang lingkungan hidup

harus. dilaksanakan seir mg dengan kebijakan

pembangunan nasional guna tercapainya
masyarakatadil dan makmar serta terpeli-
haranya fingkungan dengan daya dukungnya
untuk kepentingan kelangsungan masa deparn:

kehidupan bangsa. Meskipun telah banyak ke-.
tentuan dan peraturan perundang-undangan

(ordonasi) vang pada hakekatnya berkaitan
dengan segi-segi lingkungan hidup. Namun
kepedulian terhadap urgensi penegak hukum
lingkungan, baru mulai nampak sejak tahun
1680-an, yakni tentang pokok-pokok pengelo-
laan lingkungan hidup (UULH} vang diikuti
oleh berbagai ketentuan seperti; Peraturan
Pemerintah, Surat Edaran Menteri, yang men-

Beberapa kasus
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cantumkan sanksi pidana bagi pelanggaran
undang-undang tersebut. Hal ini membawa
konsekwensi bahwa Polri sebagai bagian dari
aparat penegak hukum dalam kerangka sislim
peradilan pidana (criminaljustrice system) perlu
memberi perhatian khusus terhadap upaya-
upaya penegakkannya sebagaimana pidana
lainnya guna. pemehha; aan dan pembmaan
Kamtibmas. L T
Adapun afasan mendasar bag1 negarmne»'
gara diberbagai belahan dunia untuk meman-
dang penegak hukum lingkungan sebagai hal
yang penting antara lain :
1. Penegak hukum lingkungan mer upakan
Jangkah untuk melindungi pelestarjan
: sumber daya alam dan daya dukungnya,
- sehingga dapat tercipta lingkungan yang
- sehat dan baik bagi samua orang. -
2.+ -Gebagai sarana untuk menciptakan ke-
adilan melalui pererapan sanksi hukum
kepada para pihak yang ketaatannya ren-
dah, yang mengambil l\euntungan de-
ngan mengambil keuntungan mel angcal
hukum.

©3. " Penegakkan hukum yang diaksanakan

secara tegas dan konsisten merupakan
langkahefisien, karena timbulnya pelang-

-+ garan texhadap sumber daya alam dan
ekosistem vang pemulihannya memer-
lukan biava vane cukup besar.




. tindakan-tindakan lain yang diperiukan
-+ untuk penertiban.

Tindakan menurut ketentuan pasal 34-35
UUNo.23 tahun 1997 (UUPLH) yang menerap-
kan’ hga jenis tuntutan sekaligus bagi pelang-
garan undang-undang tersebut meliputi tang-
gungjawab dibidang perdata maupun sanksi
pidana berupa :

a. Membaya] gant:ka ugian pada penderita,
b. “Gugatan perdata baik eleh masyarakat,
- instansi pemerintal mewakili masyarakat
“dan organisasi lingkungan hidup.
. Pldana penjara dan atau denda terhadap
' '_ 81, peiaku

- Berbicara mengenai peranan (role) Polri
didalam penegaklkan hukum lingkungan hidup
tidak terlepas dari kedudukan (statusnya)
didalam sistim pemerintahan, sistem perta-
hanan keamanan dan sistem peradilan pidana
seperti diatas.

-Untuk menciptakan suasana kondusif dalam
pelaksanaan penegakkan hukum lingkungan
diperlukan perumusan kebifakan yang terin-
tegrasi (integrated police) dan keterpaduan ma-
najemen (integrated management) antara Polri
dengan aparat yang berada dalam criminal jus-
tice systim maupun dengan instansi terkait
lainnya, Perumusan ini bertujuan untuk memu-
dahkan dalam proses operasional penegakkan
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4 Departemen yang berkaitan dengan
perencanaan pembangunan,

5. Departemen yang berka:tan denﬂan

undang-undang,
6. Departemen Dalim Negeri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masih
lemahnya penegakan hukum lmgkungan lnclup
selama ini antara lain sebagai berikut -

1 Penerapm Hukum i][nakungan h;dup

yang tidak sederhana,

Perangkat peraturan yang dxgunakan;oleh

aparat penegak hukum untuk melakikan tin-
dakan represif tidak ferlampau sederhana untuk
ditetapkan. Aparat penegak hukum dituntut
untuk dapat membuktikan adanya komponen
pencemar yang masuk ke dalam media Jing-
kungan, sehingga kualitas lingkungan menjadi
turun sampai tingkat terfentu serta tidak sesuai
lagi dengan peruntukannya. '

2. ..Perangkat Hukum Yang Terbatas;. ;

Perangkat peraturan perundang- undangan
dibidang lingkungan hidup yang ada‘belum
mencakup keseluruhan obyek perlindungan
lingkungan hidup. Perangkat peraturan yang
sudah ‘ada seringkali tidak melengkapi
mekanisme penegakan yang dilakukan oleh

aparat penegak hukum sehingga apabila
PEFETal IR a1 e 1 e o o 1.1




batas, dapat menjadi penyebab maceinya proses
penégakan hukum mulai dart tingkat peayi-
dikan sampai dengan proses pengadilan-mau-
pun pelaksanaan penegakan hukum adml-
nistrasi. : : -

Disamping faktor-faktor yang mempengaru-
hi lemahnya penegakan hukum fngkungan
tersebut diatas, juga terdapat pula peluang yang
dapat mendorong peningkatan efektifitas pe-
negakan hukum ]mvkungan antara lam sebagal
berikut :

1.7 Penegakan hukum imgkungan dapat

+ dilakukan tidak hanya melalui proses

~peradilan, namun-dapat dilakukan me-

“lalu penegakén hukum administrasi dan

-~ meditast sebelum akibat dari pelanggaran

+terhadap lingkungan hldup muncul
“dipermukaan: ¥

2. Tidak memberikan toleransi yang ber-

lebihan pada pelanggar:hukum ling-

kungan hiduyp, karena hal ini dapat mem-

beri peluang lemahnya proses penegakan

hukum lingkungan dan menimbutkan

.- ketidakpastian hukum maupun merosot-
-.nya wibawa hukum dan kredibilitas

. aparat penegak hukum atau pererintah.

3. -, Lembaga penegak hukum dan peradilan
yang mandiri serta transparansi dalam
proses penegakan hukum lingkungan,
eahinooa metary adanva kontrnl engial

penanggulangan terhadap pencemaran dan
pengrusakan lingkungan hidup di negara kita.

Sebagaimana telah diutarakan di atas
bahwa, dl{ialam melaksanakan tangcung}awab-
nya dibidang pengelolaan lingkungan hidup,
maka pemerintah menggariskan kebijaksanaan
dan melakukan tindakan yang mendorong
ditingkatkannya upaya pelestatian kemarnpuan '

lingkungan hidup untuk menunjang ‘pem-
bangunan yang berkesinambungan kebijak-
sanaan dan tindakan pemerintah sebagaimana
tersebut diatas telah diatur dengan perundang-
undangan.

Hal itu berarti bahwa ter hadap pelaku atau
calon pelaku pencemaran atau perusak ling-
kungan hidup harus diberi Penyuluhan, Bim-
bingan sampai benar-benar memahami kewa-
jibannya untuk melestarikan lingkungan
sebelum penerapan pasal 34-335 UU No. 23
tahun 1997 tersebut diatas. Dengan demikian
tindakan penyidikan dilakukan sebagai upaya
terakhir dalam penegakan ketentuan perun-
dang-undangann lingkungan hidup.

Dalam penanganan setiap kasus pence-
maran dan pengrusakan fingkungan hidup,
penyidik Polri senantiasa berkoordinasi dengan
aparat pemerintah setempat (Pemda) sesuai
surat edaran Menteri Kependudukan dan Ling-
kungan Hidup Rl nomor 03/SE/ MENKLF/6/
1587, tentang prosedur penanggutangan kasus-




demikian peranan Polri didalam.penegakan

peraturan perundang- undangan lingkunhgan
hidup, akan mengutamakan upaya-upaya.Pre-

embif dan P;evenhf melalui bimbingan dan
penyuluhan dengan bekerja sama dengan

pihak-pihak yang terkail, baik Pemerin_tz_lh, _

swasla maupun warga masyarakat.
"Dalaitt kditan ini pengenalan hak dan ke-
wajiban menjadi fokus vtama, dengan demikian
tindakan represif akan merupakan allernatif
akhir manakala terjadi tindak pidana sesuai
ketentuai perundang-undangan yang berlaku.
Tindakan vepresif berupa penyidikan kasus
pidana lingkungan hidup harus menimbulkan
dampak jera bag! pelaku dan pihak lain se-
hingga tindakan represif harus berdampak
preventif.
Peranan Polri didalam penegakan peraturan
perundang-undangan lingkungan hidup dalam
rangka penanggulangan pencemaran dan

penglusai\an lingkungan hanya dapat berhasil .

bila memperoieh partisipasi aktif segenap
lapisan masyarakat, kitapun tidak menutap
mata bahwa issu pencemaran dan kerusakan
lmakungan udup seringkali di blow wp oleh

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab -
untuk membangkitkan aksi protes, unjuk rasa "

bahkan pengrusakan pada perusahaan/in-
dusiri yang dianggap sebagai penyebabnya. Hal
ini tentunya lidak kila ingini, sebab dapat

menimbulkan kerugian yang besar maupun
korban pihak- p1hak yang tidak bersalah,
Karenanya peran serta'masyarakat: adalah
untuk memperoleh masukan yang berg una bagi
penegakan hukum.

Bagi masyarakat yang terkena darmpak pen-
cemaran atau pengrusakan lingkungan oleh
Industri dapat menyalurkan peran sesta melaiui
pelaporan kepada instansi pemerintah serta
memberikan saran pemecahan yang saling
menguntungkan dan tidak cenderung bersikap
egois. Dengan memahami posisi dalam pelak-
sanaan pembangunar serta memahamy tujuan
yang hendak dicapai dalam pemulihan kemi}ah
lingkungan sekitamya. ;

Bagi pengusaha Industi yang mencfeloi
kegiatan dengan resiko menimbulkar per-
masalahan terhadap lingkungan hidup, peran
sertanya diharapkan sebagai “Industri yang

- ramah lingkungan” dapat diwujudkan melalui

upava-upaya pengelolaan secara konsepsional
terhadap kegiatan dan limbah-limbah mereka
sehingga lebih berwawasan lingkungan,

Akhimya, pelaksanaan penegakan hukum
yang terformulasikan di dalam integrated na-
tional enforcement dan integrated compliane
policy akan dapal menghindari dan mengu-
rangl perbedaan persepsi serta mengatasi
E\enciaia dalam proses ;Jenylﬁlkan kasus- ixasas
keiahatan hngl\unoan hidup. -






